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ABSTRACT 
In order to thoroughly examine and compile the body of research on the function of the Accounting Information System (AIS) as a catalyst for 
Good Governance (GG) and Accountability in the public sector, this study does a Systematic Literature Review (SLR). The major goals are 
to ascertain the key obstacles and opportunities in attaining real-time accountability in Indonesia (RQ2) and to identify the most important 
AIS aspects (input, process, and output) driving public sector accountability (RQ1). AIS quality, apparatus competency, and the efficacy of 
internal control systems are the most important factors that consistently affect the quality and timeliness of public financial statements, acting as 
the fundamental mechanism for accountability, according to the synthesis, which uses a strict screening protocol across multiple academic databases. 
The evaluation does, however, draw attention to widespread implementation issues, which are mostly caused by weak organizational commitment, 
user resistance, and inconsistent ethical standards among public officials. In order to close the gap between theoretical potential and real-world 
application for sustainable good governance, these findings not only resolve the contradictions in earlier research but also produce a Future 
Research Agenda that suggests a move toward Action Research and the study of cutting-edge technologies (like Blockchain or Big Data 
Analytics) in AIS. 
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PENDAHULUAN  
Untuk mencapai tuntutan akuntabilitas tersebar luas, tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan 
penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai upaya penting untuk mencegah kerugian 
negara dan memastikan bahwa kebijakan publik selaras dengan peraturan. Prinsip-prinsip ini 
ditemukan dalam kerangka hukum administrasi negara dan regulasi keuangan publik Indonesia, 
termasuk Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan terkait Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP). Meskipun aturan dan sistem seperti SIPD atau SAP Desa telah diterapkan, praktik di lapangan 
terus menunjukkan masalah implementasi yang terus-menerus, mulai dari budaya birokrasi hingga 
masalah teknis seperti keamanan data, yang menghambat tanggung jawab langsung sektor publik. 
Sangat penting bagi penelitian ini untuk secara sistematis menganalisis dan mensintesis hasil literatur 
saat ini karena ada perbedaan yang signifikan antara realitas implementasi SIA dan potensi teoritisnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dimensi SIA yang paling penting (RQ1) dan 
faktor penghambat dan peluang utama (RQ2). Informasi ini kemudian akan digunakan untuk 
membuat agenda penelitian masa depan yang berfokus untuk meningkatkan efektivitas peran SIA. 
 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis penelitian sebelumnya 
tentang bagaimana Sistem Informasi Akuntansi (SIA) membantu meningkatkan akuntabilitas dan 
pemerintahan yang baik di sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga akan membangun agenda 
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penelitian yang relevan untuk digunakan di masa depan. Fokus penelitian adalah untuk menjawab dua 
pertanyaan utama:  
RQ (1): Dimensi atau variabel SIA (input, proses, output) mana yang memengaruhi akuntabilitas dan 
pemerintahan yang baik di sektor publik secara paling signifikan? 
RQ (2): Faktor-faktor apa yang merupakan hambatan dan peluang utama SIA untuk mencapai 
tanggung jawab real-time di Indonesia? 
 
 
TINJUAN LITERATUR 
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di sektor publik telah berkembang dari sekadar kumpulan software 
dan prosedur untuk mencatat transaksi keuangan menjadi sistem manajemen informasi yang 
terintegrasi yang bertanggung jawab atas pengawasan, pengambilan keputusan, dan pelaporan. SIA 
pemerintahan adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk memproses data ekonomi, 
seperti perencanaan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, serta perubahan aset, dan 
menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas tinggi, tepat waktu, andal, dan mudah dipahami 
untuk stakeholder internal dan eksternal. Dalam pemerintahan Indonesia, SIA telah diterapkan 
melalui berbagai sistem terpusat. Beberapa di antaranya adalah Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (SIPD), yang menangani perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah, 
dan Sistem Akuntansi Pemerintah Desa (SAPDesa), yang mengatur dana desa. Dengan demikian, 
peran SIA telah menjadi prasyarat untuk mewujudkan tuntutan akuntabilitas publik. 
Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) mendefinisikan Good Governance 
(GG) dalam administrasi publik sebagai tata kelola yang bertanggung jawab, efektif, dan terlibat. 
Akuntabilitas, Transparansi, dan Keterbukaan adalah prinsip yang paling penting dari GG, dan terkait 
langsung dengan SIA. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan opininya, yang merupakan 
standar formal untuk tingkat pertanggungjawaban pemerintah, adalah tempat dimensi ini mencapai 
puncaknya. 
Transparansi dan Keterbukaan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan pengawasan, sementara 
akuntabilitas berfokus pada pertanggungjawaban setelah transaksi terjadi. Transparansi memastikan 
bahwa informasi terkait kebijakan dan keuangan, termasuk realisasi anggaran, dapat diakses secara luas 
dan mudah dipahami oleh publik. Ini mengurangi kemungkinan korupsi dan praktik maladministrasi. 
Dalam hal ini, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah alat penting. Pemerintah mendorong 
penerapan sistem seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) atau Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (SIPD) karena mereka dapat mencatat data keuangan secara elektronik, memberikan informasi 
dalam waktu nyata, dan mempublikasikan hasil pelaporan kepada masyarakat. Ini secara langsung 
meningkatkan transparansi dan keterbukaan dan, pada akhirnya, mendorong tetapnya Good 
Governance. 
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di sektor publik berfungsi sebagai katalisator atau mekanisme 
mediasi antara kebijakan tata kelola yang ditetapkan dan realisasi luaran Good Governance (GG), 
khususnya Akuntabilitas Keuangan. Teori keagenan di sektor publik menjelaskan peran katalisator 
SIA dengan mengurangi asimetri informasi antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah (agen). Salah 
satu fitur utama SIA adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Audit Trail. Sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SIA dirancang untuk mengintegrasikan 
SPI dengan fungsi kontrol otomatis untuk memastikan bahwa transaksi diproses sesuai otorisasi, 
mengurangi risiko penipuan, dan meningkatkan keamanan data. Sementara itu, fitur Audit Trail yang 
dibuat oleh SIA (misalnya, dalam sistem seperti SIPD atau Siskeudes) mencatat setiap input data, 
modifikasi, dan otorisasi secara kronologis. Ini memungkinkan BPK untuk melacak transaksi kembali 
ke sumbernya, memverifikasi kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan pada 
akhirnya menghasilkan Laporan Keuangan yang kredibel dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, 
efektivitas SIA, yang ditentukan oleh kualitas fiturnya, kemampuan pengguna, dan komitmen 
organisasi, adalah faktor perantara yang menentukan sejauh mana kebijakan akuntabilitas dapat 
diterjemahkan menjadi praktik GG yang nyata. 
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METODE TINJUAN LITERATUR SISTEMATIS  
Penelitian ini menggunakan metodologi Sistematic Literature Review (SLR), yang didasarkan pada 
prinsip transparansi, replikasi, dan meminimalkan bias. Metodologi ini sesuai dengan kerangka kerja 
standar yang dikenal sebagai PRISMA (Pilihan Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses). Perencanaan, Identifikasi, Penyaringan, dan Sintesis adalah empat tahap utama dari 
prosedur SLR ini. 
Tabel Ekstraksi Data 
Table 1.Ekstraksi data 

No Judul 
Artikel 

Penulis 
/Tahun 

Objek 
Penelitian 

Metodol
ogi 

Variabel 
SIA yang 
Diuji 

Variabel 
Outcome Hasil Utama 

1 

Peran etika 
dalam 
meningkat
kan 
akuntabilit
as 
pelayanan 
publik 
pada situasi 
bencana di 
indonesia  

Andri 
Sulistyo, 
Denok 
Kurniasih 
/ 2024 

Peran etika 
dalam 
meningkat
kan 
akuntabilit
as 
pelayanan 
publik 
selama 
situasi 
bencana di 
Indonesia 

kuantitati
f 

Etika dan 
akuntabili
tas 
pelayanan 
publik. 

Akuntabili
tas 
pelayanan 
publik 

Hambatan 
tekanan 
politik dan 
budaya 
organisasi  

2 

Penerapan 
Sistem 
Akuntabilit
as Publik 
dalam 
Mewujudk
an Good 
Governanc
e di 
Indonesia 

Dedeng 
Yusuf 
Maolani, 
Ajeng Siti 
Nuraeni, 
Angke 
Dellyani 
& Eka 
Fikry Al 
Huda 
(2023) 

Peran 
sistem 
akuntabilit
as publik 
sebagai 
upaya 
penangana
n dan 
pencegaha
n korupsi 
dan 
nepotisme 
untuk 
meningkat
kan 
kualitas 
pelayanan 
dan good 
governance di 
Indonesia 

kualitatif 

Sistem 
Akuntabil
itas 
PublikSis
tem 
Akuntabil
itas 
Publik 

Good 
Governan
ce 
(GG)Goo
d 
Governan
ce 

penerapan 
sistem 
akuntabilitas 
publik 
memiliki 
hubungan 
yang 
signifikan 
dengan upaya 
penanganan 
korupsi dan 
perwujudan 
good governance 
meskipun 
dalam 
praktiknya 
belum 
sempurnaAku
ntabilitas 
publik 
meningkatkan 
good 
governance 
namun belum 
optimal. 

3 
Transparan
si dan 
Akuntabilit

Fauziah 
Husain, 
Hisantia

Pemerinta
h Kota 
Gorontalo 

kualitatif 
• Sistem 
Pengenda
lian 

•Transpar
ansi 

Transparansi 
dan 
akuntabilitas 
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as dalam 
Laporan 
Keuangan 
Pemerinta
h Kota 
Gorontalo 
2021–2023 

wati 
Guhung, 
Nurlian 
Jerita, 
Nur 
Hikmah 
Dai, & 
Ziamudin 
Gustia 
Rahim / 
2025 

(laporan 
keuangan 
tahun 
2021–
2023) 

Intern 
Pemerint
ah (SPIP) 
• 
Penerapa
n Standar 
Akuntans
i 
Pemerint
ah (SAP) 
•Pemanfa
atan 
teknologi 
informasi 
dalam 
pelapora
n 
keuangan 

•Akuntabi
litas 
•Kemandi
rian 
keuangan 
daerah 

meningkat, 
namun detail 
data laporan 
masih terbatas 

4 

Akuntabilit
as dan 
Transparan
si dalam 
Perspektif 
Hukum 
Administra
si Negara 

Syabran 
Jabar, 
Aldri 
Frinaldi, 
& 
Roberia / 
2024 

Lembaga 
pemerintah
an (kajian 
hukum 
administras
i negara) 

kualitatif 

Akuntabil
itas dan 
Transpar
ansi 
(sebagai 
prinsip 
SIA) 

Efektivita
s Tata 
Kelola 
Pemerinta
han 

Regulasi kuat, 
tapi 
implementasi 
masih lemah 
di birokrasi. 

5 

Penerapan 
Prinsip-
Prinsip 
Good 
Governanc
e untuk 
Mewujudk
an 
Akuntabilit
as 
Pemerinta
h Daerah 

Andri 
Yuliyanto 
/ 2023 

Pemerinta
h daerah di 
Indonesia 

kualitatif 

Prinsip 
Good 
Governa
nce 
(Transpar
ansi, 
Akuntabil
itas, 
Efisiensi, 
Partisipas
i) 

Akuntabili
tas 
Pemerinta
h Daerah 

Penerapan 
good 
governance 
belum 
maksimal di 
daerah. 

6 

Sistem 
Informasi 
Pemerinta
han 
Daerah: e-
Budgeting 
untuk 
Mewujudk
an 
Akuntabilit
as 
Pemerinta
h Daerah 

Atik 
Andhaya
ni / 2020 

Pemerinta
h Kota 
Batu 

kualitatif 

e-
Budgetin
g (bagian 
dari SIA 
Pemerint
ah) 

Akuntabili
tas 
Pemerinta
h Daerah 

e-Budgeting 
meningkatkan 
transparansi 
dan 
akuntabilitas, 
namun masih 
terkendala 
SDM dan 
koordinasi. 
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7 

Analisis 
Pengaruh 
Pemanfaat
an Sistem 
Informasi 
Akuntansi 
terhadap 
Kualitas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerinta
h Daerah 
Kabupaten 
Jember 

Oryza 
Ardhiaris
ca, Endro 
Sugiarton
o, Riza 
Puspita 
Sari / 
2023 

Pemerinta
h Daerah 
Kabupaten 
Jember 

kuantitati
f 

pemanfaa
tan SIA 

Kualitas 
Laporan 
Keuangan 

Pemanfaatan 
SIA 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
kualitas 
laporan 
keuangan 
pemerintah 
daerah. 

8 

Efektivitas 
Perencanaa
n 
Anggaran 
Dalam 
Sistem 
Informasi 
Pemerinta
han 
Daerah 
(SIPD) 
Kabupaten 
Gresik 
Provinsi 
Jawa 
Timur 

Tumija & 
Akhmad 
Zakky 
Ramadha
n (2023) 

Pemerinta
h Daerah 
Kabupaten 
Gresik, 
Provinsi 
Jawa 
Timur 

kualitatif 

Sistem 
Informasi 
Pemerint
ahan 
Daerah 
(SIPD) 

Efektivita
s 
perencana
an 
anggaran 
daerah 

SIPD dinilai 
efektif dalam 
enam dimensi: 
kegunaan, 
ketepatan dan 
objektivitas, 
ruang lingkup, 
efisiensi biaya, 
akuntabilitas, 
dan ketepatan 
waktu. 
Hambatan: 
keterlambatan 
input data 
OPD, 
dokumen fisik 
terlalu tebal, 
keterbatasan 
akses, serta 
lambatnya 
verifikasi 
TAPD. 

9 

Implement
asi Sistem 
Informasi 
Arsitektur 
Sistem 
Pemerinta
han 
Berbasis 
Elektronik 
(SIA 
SPBE) 
Dalam 
Rangka 
Mewujudk
an Sistem 

Desy Tri 
Setyorini, 
Supriyant
o, Sarpan 
(2025) 

Pemerinta
h Kota 
Probolingg
o 

kualitatif 

Sistem 
Informasi 
Arsitektu
r Sistem 
Pemerint
ahan 
Berbasis 
Elektroni
k (SIA 
SPBE) 

Tingkat 
implemen
tasi SPBE 
dan 
peningkat
an indeks 
SPBE 

Implementasi 
SIA SPBE 
meningkatka
n indeks 
SPBE Kota 
Probolinggo 
dari 3,1 
menjadi 4,04 
(+30,3%) dan 
level arsitektur 
dari 1 ke 4. 
Kendala 
utama: 
keterbatasan 
SDM, 
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Pemerinta
han 
Berbasis 
Elektronik 
yang 
Terintegras
i di 
Pemerinta
h Kota 
Probolingg
o 

infrastruktur, 
koordinasi, 
dan anggaran. 
Dibutuhkan 
penguatan di 
empat aspek 
tersebut untuk 
optimalisasi 
SPBE. 

10 

Transparan
si dan 
Akuntabilit
as 
Keuangan 
Desa 
Melalui 
Siskeudes 

Adhi 
Susano & 
Meida 
Rachmaw
ati (2024) 

Pemerinta
h desa di 
Indonesia 

kualitatif Siskeudes 

Transpara
nsi & 
akuntabilit
as 
keuangan 
desa 

Siskeudes 
meningkatkan 
transparansi 
dan 
akuntabilitas 
keuangan 
desa. 

11 

Pengaruh 
Transparan
si dan 
Akuntabilit
as 
Pengelolaa
n Dana 
Infaq 
terhadap 
Minat 
Masyarakat 
Berinfaq 

Binti 
Tasmiah 
& Dewi 
Febriani 
(2024) 

Masjid 
Hurriyah 
Adlin 

kuantitati
f 

Transpar
ansi & 
akuntabili
tas 

Minat 
berinfaq 
masyaraka
t 

Transparansi 
dan 
akuntabilitas 
berpengaruh 
positif 
signifikan. 

12 

Penerapan 
Sistem 
Akuntansi 
Pemerinta
han 
Berbasis 
Akrual di 
Provinsi 
Jawa Barat 

Venti 
Eka Satya 
(2020) 

Pemprov 
Jawa Barat kualitatif 

Sistem 
akuntansi 
berbasis 
akrual 

Efektivita
s 
implemen
tasi sistem 

Penerapan 
akrual efektif; 
terkendala 
SDM dan 
integrasi 
sistem.  

13 

Integritas 
Badan 
Pemeriksa 
Keuangan 
Sebagai 
Supreme 
Audit 
Institution 

Wisnhu 
Prabhawa 
& Eko 
Prasojo 
(2021) 

Badan 
Pemeriksa 
Keuangan 
(BPK) RI 

kualitatif 

Pengguna
an 
SIPTL, 
dukungan 
APIP, 
proses 
pemeriks
aan 
keuangan 
(aspek 
SIA) 

Integritas, 
Transpara
nsi, 
Akuntabili
tas 

Integritas 
BPK 
terhambat 
oleh SDM, 
independensi, 
dan persepsi 
publik; perlu 
penguatan 
sistem 
informasi dan 
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dukungan 
internal.” 

14 

Studi 
Tentang 
Akuntabilit
as, 
Transparan
si 
Pengelolaa
n 
Keuangan 
Sekolah 
dan 
Kualitas 
Layanan 
Pendidikan 
di SMA 
Negeri 
Kabupaten 
Kaur 

Khoirunn
isa Nurul 
Habibatu
lloh, 
Slamet 
Widodo, 
Trisna 
Murni 
(2021) 

SMA 
Negeri di 
Kabupaten 
Kaur 
(Akreditasi 
A, B, C) 

kuantitati
f 

Akuntabil
itas & 
Transpar
ansi 
Pengelola
an 
Keuanga
n Sekolah 
(bagian 
dari 
prinsip 
SIA) 

Kualitas 
Layanan 
Pendidika
n 

Akuntabilitas 
dan 
transparansi 
meningkatkan 
kualitas 
layanan 
pendidikan 

15 

Pedoman 
Umum 
Governans
i Sektor 
Publik 
Indonesia 
(PUG-SPI) 

Komite 
Nasional 
Kebijaka
n 
Governa
nsi – 
Mardias
mo, Eko 
Prasojo 
dkk. 
(2022) 

Organisasi 
sektor 
publik di 
Indonesia 

Kajian 
normatif 
/ 
pedoman 
kebijakan 

Transpar
ansi, 
Akuntabil
itas, 
Sistem 
Whistlebl
owing, 
Anti-
gratifikasi
, Sistem 
Manajem
en Anti 
Penyuapa
n (unsur 
SIA) 

Tata 
Kelola 
Keuangan 
& Kinerja 
Sektor 
Publik 

PUG-SPI 
memperkuat 
tata kelola 
publik 
berbasis 
transparansi 
dan 
akuntabilitas. 

16 

Tantangan 
dan Solusi 
Penerapan 
Sistem 
Informasi 
Akuntansi 
di 
Indonesia: 
Sebuah 
Analisis 
Tematik 

Della 
Hilia 
Anriva 
(2024) 

Penerapan 
SIA pada 
perusahaan 
dan UKM 
di 
Indonesia 

kualitatif 

Kompon
en dan 
penerapa
n Sistem 
Informasi 
Akuntans
i (SIA) 
(efisiensi, 
akurasi, 
transpara
nsi, 
kepatuha
n) 

Efisiensi 
operasion
al, akurasi 
data, 
transparan
si, dan 
kepatuhan 
regulasi 

SIA 
meningkatkan 
efisiensi dan 
transparansi, 
namun perlu 
dukungan 
pelatihan dan 
manajemen 
untuk 
mengatasi 
keterbatasan. 

17 
Peran 
Sistem 
Informasi 

Suci 
Khairani, 
Kiki 

Instansi 
pemerintah 
/ sektor 

Studi 
kepustaka
an 

Sistem 
Informasi 
Akuntans

Transpara
nsi, 
Akuntabili

.AIS 
meningkatkan 
efisiensi, 
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Akuntansi 
Dalam 
Tata 
Kelola 
Keuangan 
di Sektor 
Publik 

Yulanda, 
Eka 
Nurmala 
Sari 
(2025) 

publik 
Indonesia 

(literature 
review) 

i (AIS): 
SIMDA, 
aplikasi 
keuangan
, kontrol 
internal 

tas, 
Efisiensi, 
Integritas 

transparansi, 
dan 
akuntabilitas 
keuangan 
publik 

18 

Integrasi 
Audit Trail 
dan 
Pengendali
an Internal 
Terhadap 
Loyalitas 
Anggota 
Koperasi 

Miko Tri 
Afandi, 
Intan 
Ayu, 
Ahmad 
Mishbah
ul Munir, 
Atikah 
Kusuma 
Wati 
(2025) 

KSPP 
Syariah 
Mawar 
Simo, 
Lamongan 

kualitatif 

Audit 
Trail, 
Pengenda
lian 
Internal 
(kompon
en SIA) 

Loyalitas 
Anggota, 
Kepercaya
an, 
Akuntabili
tas 

Audit trail dan 
kontrol 
internal 
meningkatkan 
transparansi, 
akuntabilitas, 
dan loyalitas 
anggota. 

19 

Analisis 
Efektivitas 
Penggunaa
n SIPD 
dalam 
Mendukun
g 
Transparan
si 
Keuangan 
pada 
Kecamatan 
Padangsidi
mpuan 
Utara, 
Kota 
Padangsidi
mpuan, 
Provinsi 
Sumatera 
Utara 

Amiroh 
Kamilah 
Namora 
Lubis, 
Yetty 
Sembirin
g, Fitri 
Yull 
Dewi 
Martha, 
Rozali 
Ilham 
(2025) 

Penggunaa
n Sistem 
Informasi 
Pemerinta
han 
Daerah 
(SIPD) di 
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Sector 
Accountin
g 

 
SINTESIS TEMATIK 
Table 2.Sintesis Tematik 

Sub-
Bab 
Arikel 

Pertanyaan Kunci yang 
Dijawab Fokus Tematik yang Harus Dibuat 

RQ 1 

Variabel SIA mana yang paling 
sering diuji dan selalu terbukti 
signifikan terhadap Good 
Governance /Akuntanbilitas? 

Variabel teknis SIA (SIPD/Siskeudes) dan SPI 
adalah pilar operasionalnya, namun efektivitasnya 
sangat bergantung pada variabel Kompetensi SDM 
yang menjadi bottleneck utama. 

RQ 2 

Apa saja masalah non teknis 
yang dominan dan 
menghambat real-time 
accountability? 

Hambatan terbesar Akuntabilitas bergeser dari 
masalah regulasi ke masalah implementasi. 
Tantangan paling kritis adalah mengelola faktor 
manusia (SDM/Etika) dan proses 
(Orgware/Koordinasi), bukan lagi kendala teknis 
software. 

 
 
PEMBAHASAN 
Kesenjangan Implementasi: Dari Variabel Ideal (RQ1) Menuju Tantangan Nyata (RQ2) 
Sintesis temuan literatur terkait RQ1 secara konsisten mengidentifikasi tiga variabel SIA yang paling 
dominan memengaruhi Akuntabilitas dan Kualitas Laporan Keuangan, yaitu Kompetensi Aparatur, 
Kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terintegrasi, dan Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). Studi-studi empiris menegaskan bahwa sistem SIA seperti SIPD dan Siskeudes, 
yang secara inheren dirancang untuk mendukung ketiga variabel ini (misalnya, melalui fitur otomatisasi 
dan audit trail), memiliki potensi teoritis yang tinggi untuk mewujudkan Good Governance. Namun, 
ketika dihadapkan pada realitas implementasi (analisis RQ2), terungkap adanya kesenjangan signifikan 
antara potensi sistem dan hasil actual. Tantangan utama implementasi tidak lagi bersifat teknis (seperti 
kerusakan server), melainkan bersifat manajerial dan kultural, mencakup isu seperti kurangnya 
komitmen pimpinan terhadap penggunaan sistem secara penuh, resistensi aparatur terhadap 
perubahan proses kerja yang baru, dan yang paling mendasar, rendahnya kesadaran etika dan integritas 
yang menghambat transparansi sejati. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa SIA hanya dapat 
berfungsi secara optimal sebagai katalisator GG apabila variabel Non-Sistem telah dikelola dengan 
baik. 
 
Hubungan Mediasi: SIA sebagai Cermin Kualitas SDM dan Tata Kelola 
Hubungan antara RQ1 dan RQ2 dapat dijelaskan sebagai hubungan mediasi di mana SIA bertindak 
sebagai cermin diagnostik kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola. Sebagai contoh, 
SIA memang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap SAP (variabel RQ1), namun efektivitas 
SIA dalam menghasilkan Laporan Keuangan Berkualitas (output Akuntabilitas) secara langsung 
ditentukan oleh Kompetensi Aparatur. Studi kasus di tingkat desa menunjukkan bahwa meskipun 
Siskeudes telah diterapkan, keterlambatan pelaporan atau ketidakakuratan data (tantangan RQ2) 
seringkali disebabkan oleh minimnya bimbingan teknis dan pelatihan yang tidak memadai, bukan oleh 
kegagalan sistem itu sendiri. Oleh karena itu, sintesis ini menegaskan bahwa SIA harus diubah dari 
sekadar alat administratif menjadi katalisator Good Governance yang efektif. Penelitian masa depan 
(Agenda Penelitian) harus berkonsentrasi pada faktor penghambat (RQ2), yaitu kompetensi 
manajemen dan budaya organisasi, sebagai prasyarat keberhasilan teknologi. Fokus penelitian harus 
beralih dari menguji variabel SIA secara parsial. 
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Identifikasi Kesenjangan Penelitian (Research Gap) 
Literatur empiris yang dikumpulkan (RQ1) secara luas telah mengonfirmasi bahwa variabel SIA, 
seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI), berdampak 
positif pada kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian ini seringkali bersifat parsial (berfokus pada 
satu area atau satu variabel) dan menghasilkan hasil yang tidak konsisten tentang seberapa signifikan 
pengaruh variabel SIA. Salah satu kekurangan utama—atau kelangkaan penelitian—yang dihasilkan 
dari sintesis SLR ini adalah bahwa tidak banyak penelitian yang menggunakan metode meta-analisis 
atau sintesis sistematis yang dapat mencapai kesimpulan yang komprehensif tentang variabel mana 
yang secara umum dominan dalam konteks pemerintahan daerah dan desa. Ini menimbulkan keraguan 
bagi para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penelitian SLR ini mengisi celah dengan (1) 
menggabungkan hasil kuantitatif untuk mengidentifikasi variabel SIA yang paling penting, dan (2) 
mengkontekstualisasikan kegagalan SIA melalui analisis tantangan (RQ2). Ini membuka jalan untuk 
membangun agenda penelitian masa depan yang berfokus pada pengujian faktor Humanware dan 
Orgware sebagai prasyarat keberhasilan Software SIA. 
 
Agenda Penelitian Masa Depan 
Mengalihkan Fokus ke Faktor Humanware dan Orgware 
Salah satu manfaat utama dari Tinjauan Literatur Sistematis ini adalah pembentukan Agenda 
Penelitian Masa Depan. Agenda ini harus beralih dari menguji secara parsial hubungan variabel SIA 
ke mempelajari faktor non-SIA (Humanware dan Orgware) yang telah terbukti menjadi penghambat 
utama Akuntabilitas (RQ2). Setelah menemukan celah, para peneliti disarankan untuk 
memprioritaskan topik-topik berikut. Yang pertama adalah Meta-Analisis Kemampuan Aparatur 
Sektor Publik. Ini adalah jenis penelitian yang menggabungkan dan menganalisis statistik hasil studi 
empiris tentang kemampuan sumber daya manusia di berbagai tingkat pemerintahan untuk 
menghasilkan ukuran pengaruh agregat, atau efek universal, terhadap kualitas laporan keuangan. 
Kedua, kami melihat Model Mediasi/Moderasi Komitmen Pimpinan. Dalam model ini, komitmen 
organisasi, juga dikenal sebagai komitmen organisasi, dianggap sebagai variabel moderator dan 
berfungsi untuk memperkuat atau melemahkan hubungan antara kualitas sistem SIA dan akuntabilitas. 
Ketiga, kami melakukan penelitian tentang peran etika pekerja dan budaya organisasi dalam praktik 
pelaporan SIA. Kami berkonsentrasi pada bagaimana nilai-nilai etis memengaruhi integritas data, 
penggunaan Audit Trail, dan pengambilan keputusan berbasis sistem, terutama dalam hal pencegahan 
penipuan. 
 
Eksplorasi Metode Lanjutan dan Teknologi Disrupsi 
Agenda Penelitian Masa Depan harus mencakup elemen metodologi dan teknologi inovatif selain 
fokus variabel. Untuk melampaui kemampuan sistem saat ini seperti SIPD, diperlukan penyelidikan 
mendalam tentang adopsi teknologi disrupsi dalam SIA, seperti mengevaluasi apakah menggunakan 
Blockchain atau Big Data Analytics akan lebih menguntungkan untuk meningkatkan keamanan data, 
transparansi transaksi, dan mewujudkan akuntabilitas real-time yang sebenarnya. Selain itu, penelitian 
lanjutan harus menggunakan Action Research, yaitu studi intervensi yang bertujuan untuk membuat 
dan menguji program pelatihan atau perubahan proses kerja yang spesifik untuk mengatasi hambatan 
penggunaan SIA di unit pelaksana. Ini akan dilakukan sebagai tanggapan terhadap tantangan 
implementasi (RQ2) yang berakar pada resistensi pengguna dan budaya. Penelitian akuntansi sektor 
publik di masa depan dapat memberikan kontribusi kebijakan yang jauh lebih efektif dalam 
mendorong Good Governance di Indonesia dengan mengintegrasikan elemen humanware dan 
orgware dengan teknologi maju melalui metode penelitian yang lebih komprehensif. 
 
Implikasi Praktis 
Hasil SLR ini memiliki konsekuensi praktis bagi pemerintah pusat dan daerah yang menangani 
pengelolaan keuangan publik. Fokus investasi SIA harus beralih dari fokus tunggal pada infrastruktur 
hardware dan software (seperti server dan update aplikasi) ke pengembangan humanware dan 
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orgware. Secara khusus, pemerintah disarankan untuk: (1) Memperbaiki program pelatihan aparatur 
dengan mengutamakan pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Etika 
Akuntabilitas serta elemen teknis input data (penggunaan fitur sistem). (2) Menciptakan sistem insentif 
dan sanksi yang jelas untuk mendorong kepatuhan terhadap prosedur SIA dan Sistem Pengendalian 
Internal; dan (3) Menjadikan komitmen organisasi sebagai indikator kinerja utama (Key Performance 
Indicator/KPI) dalam penggunaan sistem dan (4) Menggunakan output SIA (Laporan Keuangan) 
sebagai alat manajemen kinerja yang sebenarnya, bukan hanya dokumen kepatuhan, untuk menjamin 
bahwa kinerja sistem akan diawasi dengan baik dan diawasi dengan baik. 
 
KESIMPULAN 
Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) ini menegaskan peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sebagai 
katalisator esensial dalam mewujudkan Good Governance dan Akuntabilitas Sektor Publik. Menjawab 
RQ1, sintesis tematik menunjukkan bahwa dimensi SIA yang paling signifikan memengaruhi Kualitas 
Laporan Keuangan (sebagai output akuntabilitas) adalah Kompetensi Aparatur, Kualitas Sistem 
Pengendalian Internal (SPI) yang terintegrasi di dalam SIA, dan Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). SIA yang efektif berfungsi sebagai mediator yang mengurangi asimetri informasi 
dan biaya keagenan melalui fitur-fitur seperti Audit Trail dan kontrol sistem otomatis. Namun, studi 
ini juga menjawab RQ2 dengan mengidentifikasi bahwa pencapaian real-time accountability di Indonesia 
terhambat oleh tantangan yang bersifat manajerial dan kultural, khususnya kurangnya komitmen 
pimpinan terhadap penggunaan sistem secara utuh, resistensi pengguna terhadap perubahan proses, 
dan rendahnya etika atau integritas aparatur yang menghambat transparansi sejati. Dengan demikian, 
SIA hanya akan menjadi katalisator efektif apabila pemerintah mengalihkan fokus investasi dari 
sekadar infrastruktur teknologi menjadi penguatan faktor Humanware dan Orgware, sebuah 
kesimpulan yang menjadi dasar bagi perumusan Agenda Penelitian Masa Depan yang terfokus pada 
meta-analisis kompetensi dan pengujian model komitmen pimpinan. 
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